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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan 
alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi dalam 
mewujudkan kepastian hukum di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
Selain itu juga untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa yang menjadi kendala 
dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui 
mediasi di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan untuk mengkaji 
dan memformulasikan pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa 
dan konflik pertanahan melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang 
dimungkinkan / seharusnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum 
normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, 
Politik Hukum, dan Konseptual. Dalam penelitian ini digunakan Bahan Hukum 
Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan 
cara study pustaka, wawancara, dan mengunduh dari internet. Proses berpikir 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu 
proses berpikir yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan 
perundang-undangan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi 
dan yang khusus berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa dan 
Konflik Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional RI. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan alternatif penyelesaian 
sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian 
hukum di Badan Pertanahan Nasional RI cukup potensial apabila digunakan 
dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam penerapannya, penyelesaian 
sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi kadang kala tidak berjalan mulus 
dan menemui beberapa kendala, antara lain : kendala dari sisi regulasi, kendala 
dari sisi Sumber Daya Manusia (Mediator), kendala dari para pihak yang 
bersengketa, dan kendala dari sisi kelembagaan. Pengaturan hukum mengenai 
alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi untuk 
mewujudkan kepastian hukum yang dimungkinkan / seharusnya di Badan 
Pertanahan Nasional RI, harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan 
yuridis. Untuk kedepannya pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa 
dan konflik pertanahan melalui mediasi agar bisa mewujudkan kepastian hukum 
harus memuat tentang : a) Ketentuan umum, b) Mekanisme mediasi, c) Peran, 
fungsi dan kualifikasi mediator,  d) Jangka waktu pelaksanaan mediasi, e) Jenis 
Sengketa dan Konflik yang bisa dimediasi, f) Peserta mediasi, g) Pembentukan 
tim penanganan sengketa dan konflik pertanahan, h) Formalisasi kesepakatan, i) 
Format administratif, j) Biaya proses mediasi. 
Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi, sengketa pertanahan, 
konflik pertanahan 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are to know and examine the implementation of 
mediation for land conflict and dispute as the alternative resolution in order to 
embody the rule of law in the National Land Agency of the Republic of Indonesia 
(BPN RI). The further objectivesare to recognize and identify the constraints in 
implementing alternative resolution; to assess and formulate the legal 
arrangements of mediation for land conflict and dispute as the alternative 
resolutionwith the aim to embody the possibility/inevitably of rule of law in BPN 
RI.  
The type of this research is normative legal research. The implemented 
approaches were legislation, legal politics and conceptual approach. Primary and 
secondary legal materials were used as the source of information. The methods 
conducted fordata collection were by literature reviews, interviews, and Internet 
browsing. Deductive approachwas chosen as the thinking process, begins with the 
general idea of the legislation related to the mediation as the alternative resolution 
and narrowed down into thealternative resolutionof land conflict and dispute 
being implemented in BPN RI.  
The result of this research shows that the implementation of mediation as an 
alternative resolutionof land conflict and dispute is potential. The constraints in 
the employment of mediation as an alternative resolution are: regulatory factor, 
human resource (mediator) factor, institutional factor and the dispute parties itself. 
The legal arrangements of land conflict and dispute alternative resolution through 
mediation, in order to embody the rule of law in BPN RI, must accomplish the 
philosophical, sociological and juridical foundations. Ahead of legal arrangements 
of mediation as an alternative resolution must include: a) general provision, b) 
mediation mechanism, c) the role, function and qualification of mediator, d) the 
implementation period, e) the type of conflict and dispute that can be mediated, f) 
the participants, g) the establishment of the handling team, h) formalization of the 
agreement, i) the administrative format, and j) the cost of mediation process. 
Keywords: alternative dispute resolution, mediation, land conflict, land dispute 
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